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Menimbang : a.

b.

Mengingat 1.

BUPATI NATUNA,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai

landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2017;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna

Tahun Anggaran 2017.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga

Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota
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Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota

Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(Lembaran Negara Republik Tahun 1997 Nomor 44,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4335);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara 5049);
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 310);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan

Protokuler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4416);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);
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Menetapkan :

(1). Pendapatan 

a. Pendapat Asli Daerah 74,001,744,354.00Rp        

b. Dana Perimbangan 834,579,150,546.00Rp      

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 131,620,805,100.00Rp      

Jumlah Pendapatan 1,040,201,700,000.00Rp   

(2).

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai 295,336,875,130.00Rp      

2) Belanja bunga -Rp                                

3) Belanja subsidi -Rp                                

4) Belanja hibah 6,171,400,000.00Rp          

5) Belanja bantuan sosial 5,142,095,880.00Rp          

6) Belanja bagi hasil 690,635,000.00Rp             

7) Belanja bantuan keuangan 128,799,635,721.00Rp      

8) Belanja tidak terduga 500,000,000.00Rp             

436,640,641,731.00Rp      

b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai 100,672,045,190.00Rp      

2) Belanja barang dan jasa 357,611,261,873.00Rp      

3) Belanja modal 290,277,751,206.00Rp      

748,561,058,269.00Rp      

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1

Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2017 Nomor 1).

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun

Anggaran  2017  terdiri  atas : 

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2017.

Belanja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun

2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 874);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6

Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2013 Nomor 6);



Jumlah Belanja 1,185,201,700,000.00Rp   

Surplus / (Defisit) (145,000,000,000.00)Rp     

(3). Pembiayaan 

a. Penerimaan 150,000,000,000.00Rp      

b. Pengeluaran 5,000,000,000.00Rp          

Jumlah Pembiayaan Neto 145,000,000,000.00Rp      

Sisa lebih pembiayaan

anggaran tahun berkenan -Rp                                

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 27 Januari 2017

BUPATI NATUNA,

ttd

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 27 Januari 2017

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN   2017  NOMOR 3

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Natuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada

Lampiran Peraturan ini. 

KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

Pasal 4

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan ini.


